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ABSTRAK

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan manifestasi demokrasi di tingkat paling
bawah dalam struktur pemerintahan Indonesia. Penelitian ini menganalisis
akuntabilitas pengawasan Pilkades di Kabupaten Pamekasan sebagai upaya
mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis. Permasalahan utama
yang dikaji adalah implementasi sistem pengawasan Pilkades dan hambatan-
hambatan yang dihadapi dalam mekanisme pengawasan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.Hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi sistem pengawasan Pilkades di Kabupaten Pamekasan memiliki
struktur berjenjang melibatkan Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) di tingkat
kabupaten hingga Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) di tingkat desa. Namun,
sistem ini menghadapi hambatan fundamental berupa: (1) kekosongan hukum
(rechtsvacuum) dalam regulasi pengawasan yang tidak mengatur secara jelas lembaga
pengawas independen, (2) dualisme fungsi PPKD sebagai penyelenggara sekaligus
pengawas yang bertentangan dengan prinsip checks and balances, (3) keterbatasan
kapasitas dan independensi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan, (4)
minimnya partisipasi masyarakat akibat rendahnya pengetahuan tentang hak-hak
politik dan ketiadaan mekanisme pelaporan pelanggaran yang jelas. Dualisme fungsi
PPKD menciptakan konflik kepentingan struktural yang menghambat objektivitas
pengawasan dan membuka celah terjadinya berbagai pelanggaran seperti money
politics, manipulasi daftar pemilih, dan intervensi elite lokal. Kondisi ini diperparah
dengan budaya paternalistik dan pengaruh patronase yang masih kuat dalam
masyarakat Madura. Ketiadaan lembaga pengawas eksternal yang Setara dengan
Bawaslu menyebabkan pelanggaran tidak dapat ditindak secara optimal, sehingga
legitimasi hasil Pilkades menjadi'dipertanyakan dan berpotensi menimbulkan konflik
berkepanjangan yang mengancam stabilitas sosial dan pembangunan desa. Penelitian
ini merekomendasikan perlunya reformasi komprehensif melalui: (1) revisi regulasi
untuk membentuk lembaga pengawas Pilkades yang independen dan terpisah dari
fungsi penyelenggaraan, (2) penguatan kapasitas dan independensi BPD dalam fungsi
pengawasan, (3) peningkatan transparansi dan akuntabilitas pembentukan panitia
pemilihan, (4) pengembangan mekanisme partisipasi dan perlindungan masyarakat
dalam pengawasan. Reformasi ini penting untuk mewujudkan Pilkades yang kredibel,
demokratis, dan akuntabel sebagai fondasi penguatan demokrasi lokal di Indonesia.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengawasan Pilkades, Dualisme Fungsi, Demokrasi Desa,
Checks and Balances, Kabupaten Pamekasan
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ABSTRAK

The Village Head Election (Pilkades) is a manifestation of democracy at the lowest
level in the Indonesian government structure. This study analyzes the accountability
of Pilkades supervision in Pamekasan Regency as an effort to realize democratic
village governance. The main problem studied is the implementation of the Pilkades
supervision system and the obstacles faced in the supervision mechanism according
to the applicable laws and regulations. The results of the study indicate that the
implementation of the Pilkades supervision system in Pamekasan Regency has a tiered
structure involving the Regency Election Committee (PPK) at the regency level to the
Village Head Election Committee (PPKD) at the village level. However, this system
faces fundamental obstacles in the form of: (1) a legal vacuum (rechtsvacuum) in the
supervision regulations that do not clearly regulate independent supervisory
institutions, (2) the dualism of the PPKD's function as both organizer and supervisor
which is contrary to the principle of checks and balances, (3) limited capacity and
independence of the BPD in carrying out its supervisory function, (4) minimal
community participation due to low knowledge of political rights and the absence of
a clear mechanism for reporting violations. The dual function of the Village Election
Supervisory Agency (PPKD) creates structural conflicts of interest that hinder the
objectivity of oversight and open up opportunities for various violations, such as
money politics, voter list manipulation, and local elite intervention. This situation is
exacerbated by the paternalistic culture and the persistent influence of patronage in
Madurese society. The absence of an external supervisory body equivalent to the
Election Supervisory Agency-(Bawaslu) prevents violations from being effectively
addressed, questioning the legitimacy of the village head election results and
potentially leading to prolonged conflict that threatens social stability and village
development. This study recommends comprehensive reforms through: (1) revising
regulations to establish an independent village head election supervisory body
separate from the election administration function; (2) strengthening the capacity and
independence of the Village Consultative Body (BPD) in its supervisory function; (3)
increasing transparency and accountability in the formation of election committees;
and (4) developing mechanisms for public participation and protection during
oversight. These reforms are crucial for realizing credible, democratic, and
accountable village head elections as a foundation for strengthening local democracy
in Indonesia.

Keywords: Accountability, Village Head Election Supervision, Dual Function, Village
Democracy, Checks and Balances, Pamekasan Regency
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